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Abstrak : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan 
bisa diantisipasi dan hal itu bisa dimulai dari lingkungan, keluarga, dan 
masyarakat. Tentu hal itu didukung dari Badan yang punya kewenangan   
memberantas   narkotika.   Yaitu   aparat   Kepolisian, BNN, Kejaksaan, 
Pengadilan, dan Pemerintah. Pemerintah pun dirasa perlu  untuk 
mempertegas Undang-Undang yang berlaku bagi pelanggar tindak pidana 
narkotika agar timbul efek jera. Penanggulangan yang harus dilakukan 
untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 
psikotropika adalah dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi 
betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah 
pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan 
masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Dengan hal ini diharapkan anak 
tidak akan lari ke hal negative yaitu mencoba narkotika, yang kedua unsur 
masyarakat. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga 
sekitarnya agar jangan sampai narkotika dan masuk ke warga. 
 




Bangsa Indonesia kurang lebih 67 tahun membangun peradaban 
dan perilakunya dengan berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang 
beridiologi Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita yang ingin diwujudkan adalah 
terwujudnya perikehidupan bangsa yang adil makmur baik materil maupun 
spiritual. 
                                                   
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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Pembangunan dengan model perencanaan yang menentukan 
prioritas- prioritas pilihan utama dalam penyelenggaraan pembangunan 
yaitu terciptanya kestabilan nasional dalam kehidupan politik dan 
keamanan serta dibarengi dengan pembangunan bidang ekonomi untuk 
mencukupi hajad hidup bangsa ternyata juga menimbulkan berbagai 
masalah baru yang harus ditanggulangi. 
Salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960 adalah 
berkembangnya penyalahgunaan narkotika dan kenakalan 
remaja.Terobosan penyelesaian masalah tersebut telah ditetapkan bahwa 
ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika adalah ancaman nasional 
yang perlu untuk segera ditanggulangi sedini mungkin.Sehingga sikap 
bangsa Indonesia dalam menghadapi  masalah  narkotika  tersebut,  
secara  sadar  telah     menentukan pilihan memerangi bahaya  ini, karena 
melihat  “Bahaya  Narkotika”  sebagai bahaya yang mengancam 
peradaban umat manusia 
Melihat kilas balik peradaban kita, maka Indonesia saat ini dalam 
keadaan bahaya narkotika dilihat dari kualitas dan kuantitas kejahatan 
serta kerugian-kerugian yang ditimbulkan.Jenis narkotika yang 
diperdagangkan  kini meliputi heroin, kokain dan sabu kualitas 
baik.Jumlah kejahatan meningkat dari 26.000 kasus pada 2010 menjadi 
29.000 kasus pada 20112 
                                                   
2 Kompas, Kolom Fakus “Indonesia Dalam  Kondisi Bahaya Narkoba “ Edisi 
Jumat 24 Februari 2012, hal.1 
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Menurut   sumber  dari   Badan   Narkotika  Nasional   (BNN),  bahwa 
kerugian ekonomi lebih daru 50 Triliun dihitung dari uang yang diambil ke 
luar negeri oleh bandar narkotika.Selain itu juga biaya rehabilitasi medis 
korban narkotika, dampak sosial, turunnya kualitas sumber daya manusia 
sebab cacat permanen otak, dan dampak samping berupa kejahatan dari 
mencuri hingga kekerasan.Dalam setiap hari 50 (lima puluh) orang 
meninggal karena narkoba secara langsung atau tertular HIV/AIDS melalui 
jarum suntik dan yang dirugikan bukan hanya pemakai melainkan juga 
keluarga dan masyarakat umum. 
Hal tersebut di atas telah menjadi bagian dari pusat perdagangan 
obat- obat terlarang khususnya, hal ini terbukti dalam beberapa tahun 
terakhir pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional sangat gencar 
dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan tindak pidana 
narkotika.Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat mencemaskan 
oleh karena semua strata sosial kemasyarakatan ditemukan telah 
menggunakan nakotika dengan berbagai jenis, yaitu mulai dari anak-anak 
sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan bahkan oknum aparat 
pemerintah baik sipil maupun militer menjadi pelaku dari barang haram 
tersebut. 
Pola penyalahgunaan narkotika di Indonesia dewasa ini telah 
memunculkan beragam tindak kejahatan yang sangat meresahkan 
masyarakat, oleh karena jaringan pengedar telah menembus sendi-sendi 
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kehidupan. Hal  ini membuktikan bahwa narkotika tidak hanya menjadi 
bagian tindak pidana kejahatan melainkan juga dapat merusak generasi 
penerus bangsa jika terus dibiarkan sindikat pengedarnya. 
Ketika barang haram tersebut terus dibiarkan, maka sangat 
membahayakan masyarkat bahkan tidak mustahil dapat mengancam 
kelangsungan ketahanan nasional sebagai implikasi negatif rusaknya 
masa depan generasi muda bangsa, maka sebagai bentuk perhatian 
serius dan upaya menyelamatkan generasi muda sebagai pelanjut 
kepemimpinan bangsa kedepan, maka pemerintah memandang sangat 
perlu untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika untuk memberantas  penyalahgunaan narkotika. 
Dilihat fungsi utama narkotika tersebut, sebenarnya merupakan obat 
yang  sangat diperlukan dalam bidang kesehatan dan riset pengetahuan, 
sehingga ketersediaannyapun perlu dijamin dalam proses produksi 
maupun impor. Namun sebaliknya, jika narkotika dengan berbagai jenis 
tersebut dapat menimbulkan bahaya yang sangat merugikan bagi 
kesehatan apabila berlebihan dan tanpa pengawasan dalam 
penggunaannya. Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan 
narkotika dan upaya pemberantasan, maka Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 telah mengatur dengan jelas, yaitu cara penyediaan dan 
penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan 
(Pasal 4), Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, 
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ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan (Pasal 52), rehabilitasi 
terhadap pecandu (Pasal 48 – 50), pembinaan dan pengawasan serta 
pemusnahan (Pasal 52, 55 dan 60), dan peran serta masyarakat, 
penyidikan dan ketentuan pidana (Pasal 57 – 59, 63 – 69, 78 – 100). 
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas telah 
mengatur ketentuan pidana, maka pelanggaran dalam bidang narkotika 
sebagaimana telah diatur tersebut adalah kejahatan. Dalam undang-
undang tersebut, selain diperlukan sarana peraturan lain dan sikap dari 
penegakan hukum yang baik dan kepastian hukum hanya bisa terwujud 
dalam kenyataan jika didukung oleh kesadaran hukum masyarakat yang 
memadai, maka upaya eliminir penyalahgunaan narkotika dan upaya 
pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan 
dengan baik. 
Salah satu upaya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat perlu 
diadakan penanggulangan kejahatan yang diakibatkan oleh 
penyalahgunaan narkotika   karena   kejahatan   merupakan   persoalan   
yang   selalu  melekat dimanapun masyarakat berada.Manusia lahir dan 
hidup dalam kelompok- kelompok, tipe dan corak organisasi yang 
beragam. Sehingga proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan 
narkotika diharapkan mampu sebagai faktor penangkal merebaknya 
peredaran dan penyalahgunaan narkotika. 
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, tampaknya besar 
kemungkinan para pengedar narkotika yang beredar di Kabupaten 
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Keerom merupakan kepanjangan jaringan organisasi-organisasi kejahatan 
internasional yang bersifat inklusif. Berbagai upaya terus dilakukan oleh 
pemerintah melalui aparat keamanan, khususnya Satuan Narkoba Polres 
Keerom untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang timbul di tengah- tengah masyarakat, 
yaitu dengan tindakan represif dimana adanya pelanggaran sampai pada 
suatu proses pengusutan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta 
pelaksanaan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. 
Berdasarkan fakta yang ada, bahwa pihak Kepolisian Resor Keerom 
hanya mampu menangkap pelaku yaitu pengedar-pengedar kecil dan 
pengguna dengan barang bukti yang sifatnya pemain kecil yang cukup 
signifikan dan terus berupaya untuk menindaklanjuti dan mengungkapkan 
jaringan besar, karena diyakini bahwa Kabupaten Keerom merupakan  
daerah transit dalam transportasi laut maupun udara yang cukup strategis 
dalam peredaran narkotika dalam skala besar. 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika diharapkan mampu meberikan perlindungan terhadap 
masyarakat disebabkan oleh narkotika serta memberikan legalitas dalam 
memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Keerom. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti 
tentang Langkah - langkah yang harus dilakukan oleh Satuan Nakotika 
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Polres Keerom dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika di Kabupaten Keerom, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Keerom. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit resmi 
diperkenalkan oleh pemerintahmelalui Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia.Istilah ini banyak dipergunakan dalam peraturan perundang- 
undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang- 
undangan pidana menggunakan isitilah tindak pidana, misalnya dalam: 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana 
Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. 
Para ahli hukum dalam mendefenisikan tindak pidana beraneka 
ragam menurut kacamata disiplin ilmu, diantara ahli hukum berpendapat : 
Menurut Simons “Strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang 
yang bertanggung jawab. Perkataan strafbaar feit itu secara teoriti 
dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan 
sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum3 
 
Disisi lain ada yang berpendapat Menurut yang  menggunakan istilah 
                                                   
3 Simons ( Lamintang Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 
Bandung 1997. Hal 181 
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perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai  ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan 
sebagai berikut4 
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan 
manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada 
pebuatannya, sementara ancaman pidananya ditujukan pada 
orangnya. 
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan 
ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan 
yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melnggar larangan) dengan 
orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih 
tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, 
adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang 
yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu. 
 
 
Unsur-Unsur Tindak Pidana 
  
Pada umumnya, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana itu dapat dijabarkan menjadi dua unsur, 
yakni unsur subjektif dan unsur objektif5 Yang dimaksud dengan unsur-
unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan yang 
                                                   
4  Moljatno dalam  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum  Pidana, PT Grafindo, 
Jakarta 2005.Hal. 71 
5 Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 
1997. Hal.193 
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dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur- unsur yang adda 
hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan- keadaan mana 
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah : 
 
a. Kesengajaan (dolus), misalnya yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP 
mengenai melanggar kesusilaan, Pasal 333 KUHP mengenai  
merampas kemerdekaan, dan lain-lain. 
b. Kealpaan (culpa), misalnya seperti dalam Pasal 359 KUHP mengenai 
menyebabkan kematian. 
c. Niat atau maksud (voornemen) yang terdapat dalam percobaan 
(poging). 
d. Mempunyai macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 
lain-lain. 
e. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP. 
f. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu 
adalah: 
1. Bersifat melanggar hukum atau wederechtelikheid 
2. Kualitas dari  si pelaku,  misalnya “keadaan  sebagai  seorang 
pegawainegeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP 
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3. Adanya kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat 
Menurut doktrin, unsur-unsur delik atau tindak pidana terdiri atas  
unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diutarakan sebagai berikut: Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari 
dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan, “tidak ada hukuman 
jika tidak ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang 
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan (culpa). Pada umumnya para pakar telah menyetujui 
bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewutszjin) 
3) Kesengajaan dengan  keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis) 
Unsur objektif merupakan  unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas: 
a. Perbuatan manusia berupa: 
 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
  
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia; 
 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
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kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormtan, dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances); 
 
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut 
merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa-bisa 
menyebabkan terdakwa  dibebaskan oleh pengadilan6 
Terjadi perbedaan pendapat jika membahas unsur-unsur dari suatu 
tindak pidana atau delik.Perbedaan ini pada dasarnya dilatarbelakangi dari 
adanya pandangan atau aliran ilmu hukum pidana yang dianut oleh para 
ahli, yakni aliran monisme (monistis) dan aliran dualisme (dualistis)7 
Pandangan aliran monisme tentang tindak pidana tersebut adalah 
menyatukan dan tidak memisahkan unsur-unsur delik tentang unsur 
objektif dan unsur subjektif. Menurut aliran ini berpendapat bahwa jika ada 
                                                   
6 Leden Marpaung, Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 
Jakarta 2005. Hal 21 
7 Adami Khazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 2002. Hal 67  
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delik, maka disitu ada orang yang harus dipidana, ini berarti semua unsur 
delik sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. 
Namun aliran ini mempertegas bahwa apabila salah satu unsur delik 
tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak ada delik 
yang terjadi, dengan kata lain jika ada delik, maka disitu ada strafbaar 
person, tanpa itu tidak ada delik atau tindak pidana. Aliran monism ini 
dipelopori oleh Simons, van Hattum, van Hamel. 
 
Gambaran Umum Tentang Narkotika 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
bahwa yang dimaksud tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah 
kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, mengedarkan 
dan mengkonsumsi merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat 
dan negara. 
Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum”. Narkoba (narkotika), psikotropika dan zat adiktif 
lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia 
(baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah 
pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. 
Narkoba yang populer di kalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) 
golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya.Ketiga 
golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang. Demikian juga 
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Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika menyebutkan:  
Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial”. 
Para ahli Hukum lebih cenderung menjelaskan kejahatan dengan 
menggunakan istilah tindak pidana terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkotika, oleh karena dilator belakangi sebuah alas an bahwa tindak 
pidana langsung terkait dengan unsur pertanggung jawaban pidana dan 
istilah tersebut dianggap baku dan telah digunakan oleh tim penerjemah 
KUHP dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)8 
Hukum dan hukum pidana memberikan pandangan bahwa hukum 
pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau  menyelenggarakan 
tata dalam masyarakat.Hal ini berarti dengan hukum pidana diharapkan 
hubungan antar anggota masyarakat berjalan dengan tertib dan tidak ada 
pihak yang dirugikan dalam hubungan tersebut.Fungsi khusus hukum 
pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang 
hendak memperkosanya  yaitu dengan sanksi pidana dimana sifat  sanksi 
dalam hukum pidana lebih tajam dari sanksi dalam cabang hukum 
lainnya.Hal ini karena sanksi dalam hukum pidana berupa penderitaan 
atau nestapa yang dikenakan pada pelanggar undang-undang baik 
terhadap harta (dalam hal ini sanksi pidana denda) ataupun badan 
pelanggar (dalam hal ini sanksi pidana mati, penjara dan kurungan) 
                                                   
8 Romli Atmasasmita, tindak Pidana Narkotika Transnsional Dalam Sistim 
Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997, hal . 26. 
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Pengertian tindak Pidana Narkobaadalah Perbuatan- perbuatan  
yang di ancam dengan hukuman pidana. Tindak Pidana di bidang 
Narkoba antara lain berupa perbuatan- perbuatan seperti memproduksi, 
atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan Narkoba, 
merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara 
Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan  
yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini 
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 
Ketentuan- Ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan 
dengan undang- undang tersebut9 
 
Pengertian Narkotika Dan Jenis-Jenis Narkotika 
  
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis 
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. 
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 
diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.Namun, jika 
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan 
dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan 
                                                   
9 Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
2005,hal.41. 
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atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan 
jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang 
dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan 
ketahanan nasional. 
Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, 
jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina 
mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja,  garam-garam 
atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau 
sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai 
sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan mentri kesehatan 
sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat 
ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan- 
sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari 
morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan 
yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika. 
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 : 
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
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b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan 
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur 
upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman 
pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di 
samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur 
mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan 
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, 
dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat 
menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di 
kalangan anak anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. 
Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 
melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, 
bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang  
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luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan 
pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 
Narkotika.Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang 
semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan 
korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan 
generasi muda pada umumnya. 
Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya 
penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran 
gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai 
Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau 
bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan 
Narkotika. Dalam Undang- Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor 
Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis 
Prekursor Narkotika.Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi 
penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk 
menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan 
sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana  minimum  khusus,  pidana  
penjara  20  (dua  puluh)  tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun 
pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan 
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pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. 
Mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai 
penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional 
(BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, 
dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga 
non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi 
melakukan koordinasi.Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut 
ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan 
diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan.BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah 
provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi 
dan BNN kabupaten/kota. 
Memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta 
kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk 
negara   dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan 
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pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. 
Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik 
penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung 
(under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled 
delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara  terorganisasi 
dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang- 
Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun 
internasional. 
Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan 
Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota 
masyarakat  yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.Penghargaan 
tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah 
berjasa dalam upaya P4GN  dan Prekursor Narkotika. 
Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang  
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dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal.Hal ini setidaknya 
disebabkan oleh dua hal.Pertama, kasus yang diproses memang ringan, 
sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula.Kedua, 
tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri 
yang tidak memiliki ketegasan sikap.Sehingga berpengaruh terhadap 
putusan yang dikeluarkan. 
 
Langkah-Langkah yang harus Dilakukan Satuan Narkotika Polres 
Keerom dalam Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika di Kabupaten Keerom 
 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menunjukkan 
identitas yang semakin meningkat dari hari kehari dan menerpa hamper 
semua tatanan kehidupan, baik pada tingkat Pendidikan, status Sosial, 
Ekonomi, maupun usia. Penyalahgunaan Narkoba sudah dapat dipastikan 
mengakibatkan sindrom ketergantungan  berkepanjangan  yang pada  
akhirnya  akan merusak kesadaran, kemauan, dan kemampuan 
seseorang dalam menjalani kehidupan dan menata masa depannya10. 
Penanganan permasalahan Narkoba memang memerlukan kerja 
keras dan menjadi tanggung jawab kita semua, agar permasalahan 
Narkoba tidak merambah kepada lingkungan Pendidikan, Lingkungan 
Kerja, Keluarga dan masyarakat, tentu hal ini harus mendapatdukungan 
dan peran serta aktif dari seluruh komponen masyarakat, Lembaga 
maupun institusi yang peduli dan mempunyai komitmen tinggi untuk 
                                                   
10 Wawancara dengan Kapolres Keerom, Tanggal 03 Desember 2013. 
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bersama sama melakukan upaya pencegahan, pemberantasan 
penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba (P4GN). 
Polri yang merupakan salah satu Institusi Penegak Hukum di Negri 
ini tentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan 
upaya memerangi bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan 
Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi da 
Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Satuan 
Reserse Narkoba  mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan 
penyidikan tindak pidana Narkoba serta koordinasi dalam rangka 
pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban pengyahgunaan narkoba. 
Satuan Reserse Narkoba Polres Keerom di bentuk pada bulan 
November 2012, namun demikian sebelumnya penanganan masalah 
tindak pidana narkoba sudah di tangani oleh satuan reserse criminal 
Polres Keerom. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh satuan reserse 
narkoba Polres Keerom dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, 
penyalahgunaan peredaran gelap narkoba adalah sebagai berikut : 
Bidang Pembinaan 
 
Semakin meningkat dan berkembangnya modus operandi 
penyalhgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir – akhir ini hamper 
masuk kedalam semua lapisan masyarakat, maka mengedepankan aspek 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN, dalam 
hal ini satuan Reserse Narkoba Polres Keerom telah melakukan kerja 
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sama dengan beberapa institusi terkai di antaranya adalah : 
BNN Papua 
  
Selain koordinasi penanganan masalah narkoba di Kabupaten 
Keerom beberapa kegiatan dilakukan bersama BNN Papua antara lain : 
1) Pada bulan Oktober 2013 telah mengirim 10 orang pengguna 
Narkoba untuk di lakukan rehabilitasi di makasar. 
2) Pada bulan November 2013 bersama – sama telah melakukan 




FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERANTASAN TINDAK 
PIADANA NARKOBA DI KABUPATEN KEEROM 
 
Dari upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse 
Polres Keerom tersebut di atas ada beberapa factor yang mempengaruhi 
P4GN di Kabupaten Keerom yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor Geografi 
  
Kabupaten Keerom merupakan daerah yang wilayahnya 
berbatasan langsung dengan Negara PNG, dari data yang telah 
ditangani Satuan  Reserse Narkoba Polres Keerom, kasus yang paling 
dominan / sering terjadi adalah kasus narkoba golongan I jenis Ganja, 
sedangkan Ganja yang beredar di wilayah Keerom maupun Jayapura 
Kota dan sekitarnya adalah berasal  dari PNG, di Kabupaten Keerom 
ada dua wilayah yang berbatasan langsung dengan PNG yaitu Distrik 
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Arso Timur dan Distrik Waris yang disinyalir merupakan pintu masuk 
Ganja dari PNG ke RI, namun pengawasan  terhadap orang maupun 
barang dari PNG ke RI tidak dapat dilakukan secara efektf dan 
maksimal karena beberapa factor diantaranya adalah masalah batas 
wilayah kedua Negara yang masih berupa hutanan belantara sehingga 
banayak jalan setapak yang digunakan untuk melintas batas, 
sedangkan aparat yang bertugas di perbatasan masih kurang 
jumlahnya dan itupun hanya berada di beberapa titik perbatasan saja, 
selain itu sistim kekerabatan anatara warga di daerah perbatasan RI 
dan PNG masih merupakan  keluarga sehingga ketentuan untuk 
melintas batas tidak dilakuakan sebagaimana mestinya, masyarakat 
dapat melintas batas secara bebas tanpa menggunakan dokumen 
lintas batas yang lengkap. Dari sumber daya manusia yang di milik 
masih terdapat kelemahan aturan tentang pelintas batas tersebut 
sehingga di manfaatkan oleh para peyelundup untuk menyelundupkan 
barang – barang illegal termasuk Narkotika golongan I jenis Ganja dari  
PNG ke Indonesia. Masih minimnya pengetahuan, pemahaman, dan 
kesdaran masyarakat tentangt bahaya penyalahgunaan Narkoba, serta 
kurangnya  peran  serta   aktif  dari  seluruh  komponen  masyarakat 
untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari Narkoba11 
2. Sarana dan Prasarana 
 
                                                   
11 Wawancara dengan anggota reserse Narkoba Polres Keerom, tanggal 04 
Desember 2013 
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Upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan 
peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Keerom belum dapat 
dilakukan secra maksimal salah satunya disebabkan oleh minimnya 
sarana dan prasarana di antaranya di Kabupaten Keerom belum ada 
Rumah Sakit yang dapat melakukan pemeriksaan / tes Narkoba 
sehingga masyarakat Keerom harus ke Jayapura kota untuk melakukan 
tes Narkoba dan di Papua belum ada tempat yang khusus untuk 
mengobati / merehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkoba. 
Untuk satuan Narkoba Polres Keerom juga tidak memiliki / tidak 
didukung dengan kendaraan apapun sedangkan wilayah yang 
dianggap rawan penyalahgunaan Narkoba cukup jauh dan dibeberapa 
tempat hanya dapat di jangkau dengan menggunakan kendaraan / 
mobil, Doubel    garden, dan sejak Satuan Reserse Narkoba Polres 
Keerom terbentuk  hingga sekarang belum didukung dengan anggaran 




Narkotika adalah benda yang tidak bermanfaat bagi kesehatan, 
ilmu pengetahuan dan pengobatan bagi yang membutuhkan. Namun hal 
ini disalahgunakan oleh para pecandu, pengedar, Bandar, dan produsen.  
Untuk itu sebelum semua terjadi harusnya semua unsur di masyarakat 
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memahami, mengerti, dan mencegah faktor-faktor agar jangan sampai 
barang haram ini masuk ke masyarakat. 
Karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
penyalahgunaan bisa diantisipasi dan hal itu bisa dimulai dari lingkungan, 
keluarga, dan masyarakat. Tentu hal itu didukung dari Badan yang punya 
kewenangan   memberantas   narkotika.   Yaitu   aparat   Kepolisian, BNN, 
Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah. Pemerintah pun dirasa perlu  
untuk mempertegas Undang-Undang yang berlaku bagi pelanggar tindak 
pidana narkotika agar timbul efek jera. Penanggulangan yang harus 
dilakukan untuk mengatasi tidak pidana penyalahgunaan narkotika dan 
psikotropika adalah dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi 
betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah 
pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan 
masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Dengan hal ini diharapkan anak 
tidak akan lari ke hal negative yaitu mencoba narkotika, yang kedua unsur 
masyarakat. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga 
sekitarnya agar jangan sampai narkotika dan masuk ke warga, misalnya 
RT/RW bisa melakukan kegiatan konsultatif atau koordinatif agar 
masyarakat tidak diselundupi para Bandar atau pengedar narkotika 
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